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SALINAN PUTUSAN
Nomor : 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tinggal
di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. xxx Kelurahan XXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Limar Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada tempat tinggal di :

Jalan xxxxxxxxxxxxxxx No. 4 A Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan

xxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0235/
Pdt.G/2014/PA Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/

alasan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 14 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 September 2005;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula
bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di JI. Balai Kota III No.

200, Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari sampai dengan sekarang;
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3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXxX lahir pada tanggal 12 Desember 2005;

4  Bahwa kurang lebih sejak Desember tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol);

4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati
Penggugat;

4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi
memberikan nafkah kehidupan lahir dan bathin;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi kurang lebih pada pada tahun 2009, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Tergugat;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi
dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXr) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan,
namun pada sidang tanggal 16 Juni 2014 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun
telah disampaikan pada sidang tanggal 9 Juni 2014, dan ketidakhadirannya tidak
disebabkan sesuatu alasan yang sah sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah
meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Mei 2014, 10 Juni 2014, dan tanggal 17
Juni 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar
dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan Penggugat

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan

isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baruga Nomor XxXXXXXXXXXXXXxxxxxxxx Tanggal 19 September 2005, yang telah
dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah
dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah
menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
Saksi, XXXXXXXXXXXXXXXxxX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada
XXXXXXXXXXXXXXXXxXXX, Tempat Tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXxXxX, Kelurahan
Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, menerangkan :

e Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai sahabat sedang Tergugat saksi kenal
namanya Andi Jaelani;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pondambea Kecamatan

Kadia Kota Kendari;

e Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
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e Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah

dikaruniai satu orang anak namun sejak Tahun 2010 sampai sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

e Bahwa saksi sering mendapatkan Pemohon dan Termohon bertengkar yang
disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saksi
sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras dengan teman-temannya
dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

e Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, hal ini saksi ketahui karena saksi sering menemui Penggugat di
rumah orangtuanya dan tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan
Penggugat;

e Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi selama Tergugat meninggalkan
Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah memberi kabar atau
mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu pula biaya
hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;

e Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi dan Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi
mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat;

e Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.
Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa saksi untuk meneguhkan

alasan-alasan gugatannya.

Bahwa oleh karena saksi penggugat hanya satu orang yang pernah menyaksikan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka bukti
penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian dan secara hukum tidak dapat
menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat menambahkan
bukti saksi namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup;

Bahwa atas permintaan majelis hakim, Penggugat menyanggupi untuk mengangkat
sumpah Suplitoir,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal
yang termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap

termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar

dapat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah dating
menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidak hadirannya tersebut tidak nyata
disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus

dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam
hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan panggugat dapat

dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan bahwa yang
dijadikan alasan gugatan penggugat adalah sejak bulan Desember 2007 rumah tangga
penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan tergugat sering
minum-minuman keras, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit
hati penggugat dan puncaknya pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama penggugat dan tergugat akibatnya antara penggugat dan tergugat telah

pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat dipandang sebagai
suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka
secara khusus (lex specialis) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari

terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,
penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P.1 serta satu orang
bernama Budi Darma Ekawati binti Kasum Sudarto, telah memberikan keterangan di

bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal

mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar
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meempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan

Barugakota Kendari pada tanggal 14 September 2005;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat tersebut, telah menerangkan
yang pada pokoknya bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai
satu orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat
sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan sejak itu pula antara

penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan lagi alat bukti
lainnya selain saksi yang telah diajukan tersebut di atas, oleh karena gugatan penggugat
hanya dapat disaksikan oleh satu orang saksi, Majelis Hakim menilai belum batas minimal
pembuktian dan hanya merupakan bukti permulaan sehingga Majelis Hakim
memerintahkan penggugat untuk mengangkat sumpah suplitoir (pelengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

e Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan
Baruga, Kota Kendari pada tanggal 14 September 2005;

e Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang;

e Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atara penggugat dan
tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering
mengeluarkan karta-kata kasar, tergugat pergi meninggalkan pengguggat;

e Bahwa di depan persidangan, penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya
untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada lagi komunikasi
yang baik, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah
menjadi fakta hukum bahwa antara pengguggat dengan tergugat sudah tidak saling
mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat
tinggal, bahkan penggugat sudah menyatakan tekad untuk bercerai, hal ini merupakan

bagian dari gejala perselesihan dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat sebagaimana tersebut di atas

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap norma-norma hukum di dalam perkawinan, oleh karena itu pula

wajar bila penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah
memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya
untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut
berindikasi bahwa perkawinan telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk
mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai
maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam

pertimbangan ini yang berbunyi :
Ix e prdooamnlaonlll ;>
allaaloa

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam
Surah Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan
tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai,
saling memperdulikan dan bahkan penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan salah satu salah satu alternative untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga

antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka
majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah
memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena

terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi percekcokan dan perselisihan terus
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menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan lagi untuk

kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk

mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan dalil Nash yang

berbunyi :

Je gllalldy lazng e, prsaiilpl
aslla alslla

Artinya : “Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh

menjatuhkan talak satu”.

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat agar Panitera Pengadilan
Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkarai ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga
Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan
untjuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

P PRV TVON | P SR N | IV OIN
ol §=Y pllaghl s

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak

menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada
penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kecamatan Kadia dan
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 30 Juni
2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai
hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd Ttd
Drs. Ansaruddin, S.H. Drs.H.Idris Hamzah, M.H.
Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp 30.000,
2. Biaya Panggilan : Rp 300.000
3. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 391.000

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.
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Untuk Salinan Putusan
Yang Sama Bunyinya Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.
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